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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

L

: a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, penyusunan Rencana Kerja DPRD disusun
berdasarkan usulan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD
dan ditetapkan dalam rapat paripurna;

bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat dalam
bentuk Program dan Daftar Kegiatan;

bahwa telah ada penyesuaian nomenklatur kegiatan dan
pergeseran jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
Anggaran 2024,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Perarturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. 2037),

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2024 Nomor 203);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007).
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Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

penelitian akhir terhadap hasil penyelarasan Rencana Kerja
DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tanggal 31 Oktober
2024.

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 1 November 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Anggaran untuk menunjang Perubahan Rencana Kerja DPRD
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH USUS IBUKOTA JAKARTA
ETUA,

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

or & G o

Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta



NO. BULAN PROGRAM KEGIATAN TARGET
X. |Oktober Kegiatan Pimpinan 1 Menetapkan jadwal kegiatan DPRD 1 Dokumen
Sementara DPRD 2 Memimpin rapat- rapat DPRD 10 Kegiatan
3 Menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 1 Dokumen
4 Menfasilitasi Pembentukan Fraksi 1 Dokumen
5 Memproses Penetapan Pimpinan DPRD Definitif 1 Dokumen
Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Eksekutif atau Instansi vertikal :
6 e 3 Kegiatan
7 Membentuk Panitia Kerja Penyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD 1 Kegiatan
8 Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Definitif
Pimpinan Definitif 1 Memimpin Rapat DPRD 10 Dokumen
Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Eksekutif atau Instansi vertikal
2 . 1 Dokumen
lainnya
3 Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan 1 Dokumen
4 Memimpin Rapat Kegiatan Dewan 1 Dokumen
5 Membentuk Badan Anggaran 1 Dokumen
6 Membentuk Badan Musyawarah 1 Dokumen
7 Membentuk Bapemperda 1 Dokumen
8 Membentuk Komisi 1 Dokumen
9 Membentuk Badan Kehormatan 1 Dokumen
10 Coffee Morning 1 Dokumen
Kegiatan Badan Rapat Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda. 1 Dokumen
Musyawarah Rapat Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD:
a. XCQ.c:@m: Kerja >.Zu 4 Dokumen
b. Peningkatan fungsi pengawasan terhadap produk hukum daerah
c. Penetapan Jadwal Pembahasan KUA-PPAS tentang APBD T.A 2025
d. Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda tentang APBD T.A 2025
e. Kegiatan Reses Pertama
f. Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD
2 Rapat Kerja dengan Instansi terkait 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen




NO.

BULAN

PROGRAM KEGIATAN TARGET
Kegiatan Komisi- 1 Rapat Internal Komisi 1 Dokumen
Komisi 2 Rapat Kerja Komisi Dengan Eksekutif 1 Dokumen

3 Melaksanakan Konsultasi terhadap KUA-PPAS APBD TA 2025 1 Dokumen
4 Menerima Delegasi Masyarakat 1 Dokumen
5 Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
6 Koordinasi dengan Instansi Terkait 1 Dokumen
7 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
8 Rapat Kerja Komisi Dengan Eksekutif di Luar Kantor 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Internal Bapemperda 1 Dokumen
Pembentukan Perda 2 Rapat Bapemperda (Rapat kerja dengan Eksekutif/Komisi, Rapat Dengar Pendapat) 1 Dokumen
3 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengusul Raperda terkait Propemperda 1 Kegiatan
4 Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar daerah 1 Dokumen
5 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 2 Kegiatan
Kegiatan Banggar 1 Pembahasan Banggar dengan Eksekutif terhadap KUA-PPAS APBD TA 2025 1 Dokumen
2 pembahasan Banggar dengan Eksekutif terhadap Raperda tentang APBD TA 2025 1 Dokumen
3 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
4 Melaksanakan Kunjungan Ke Luar Daerah 1 Dokumen
5 Melaksanakan Rapat Kerja dengan Instansi terkait 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Menyusun Jadwal Kegiatan Badan Kehormatan 1 Dokumen
Kehormatan 2 Rapat Kerja Badan Kehormatan 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
Panitia Khusus / 1 Menetapkan Jadwal Kegiatan penyusunan Tata Tertib DPRD 1 Dokumen
Kepanitiaan Lainnya 2 Menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen

Fungsi Pengawasan
DPRD

Melakukan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah

106 Dokumen




NO. BULAN PROGRAM 'KEGIATAN TARGET
XI. [November Kegiatan Pimpinan DPRD 1 Memimpin Rapat DPRD 3 Dokumen
Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Eksekutif atau Instansi
2 . . 1 Dokumen
vertikal lainnya
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Menerima Kunjungan Tamu Kehormatan 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda. 1 Dokumen
Musyawarah 2 Rapat Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD:
a. Kunjungan Kerja
b. Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah 5 Dokumen
c. Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda tentang APBD T.A 2025
d. Kegiatan Reses Pertama
e. Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD
3 Rapat Kerja dengan Instansi terkait 1 Dokumen
4 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
5 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
Kegiatan Komisi-Komisi 1 Rapat Internal Komisi 1 Dokumen
2 Rapat Kerja Komisi Dengan Eksekutif 1 Dokumen
3 Melaksanakan Pembahasan Raperda tentang APBD 2025 1 Dokumen
4 Menerima Delegasi Masyarakat 1 Dokumen
5 Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
6 Koordinasi dengan Instansi Terkait 1 Dokumen
7 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
8 Rapat Kerja Komisi Dengan Eksekutif di Luar Kantor 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Internal Bapemperda 1 Dokumen
Pembentukan Perda Rapat Bapemperda (Rapat kerja dengan Eksekutif/Komisi, Rapat Dengar
2 1 Dokumen
Pendapat)
3 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengusul Raperda terkait Propemperda |1 Kegiatan
4 Finalisasi Propemperda Tahun 2025 1 Dokumen
5 Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar daerah 1 Dokumen
6 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 2 Kegiatan




NO.

BULAN

PROGRAM KEGIATAN TARGET
5. |Kegiatan Banggar 1 Pembahasan Banggar dengan Eksekutif terhadap Raperda tentang APBD TA
2025 1 Dokumen
2 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Melaksanakan Rapat Kerja dengan Instansi terkait 1 Dokumen
6. |Kegiatan Badan 1 Menyusun Jadwal Kegiatan Badan Kehormatan 1 Dokumen
Kehormatan 2 Rapat Kerja Badan Kehormatan 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
7. |Panitia Khusus / 1 Pembentukan Panitia Khusus / Kepanitiaan Lainnya DPRD 1 Dokumen
Kepanitiaan Lainnya DPRD | 2 Rapat Kerja Panitia Khusus / Kepanitiaan Lainnya DPRD 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
8. |Fungsi Pengawasan DPRD Melakukan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Produk Hukum S8 Dokumat
Daerah
9. |Reses Pelaksanaan Kegiatan Reses Pertama Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 106 Dokumen
10. |Bimtek Pimpinan dan : N
Anggota DPRD Melaksanakan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Dokumen
11. |Kunjungan Keluar Negeri Alat kelengkapan DPRD melaksanakan kunjungan kerja Keluar Negeri 106 Dokumen




NO. BULAN PROGRAM KEGIATAN TARGET
XIl.  |Desember Kegiatan Pimpinan DPRD 1 Memimpin Rapat DPRD 3 Kegiatan
Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Eksekutif atau Instansi
2 . . 1 Dokumen
vertikal lainnya
3 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
4 Munas ADPSI dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Masa Jabatan 2019 - 2024 1 Dokumen
ke Masa Jabatan 2024 - 2029
5 Menerima Kunjungan Tamu Kehormatan 1 Dokumen
6 Melaksanakan Keterangan Pers akhir tahun 2024 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda. 1 Dokumen
Musyawarah 2 Rapat Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD:
a. Kunjungan Kerja Ke Luar daerah
; 3 Dokumen
b. Melakukan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan APBD
c. Keterangan Pers Akhir Tahun 2024
3 Rapat Kerja dengan Instansi Terkait 1 Dokumen
4 Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 1 Dokumen
5 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
Kegiatan Komisi-Komisi 1 Rapat Internal Komisi 1 Dokumen
2 Rapat Kerja Komisi Dengan Eksekutif 1 Dokumen
3 Menerima Delegasi Masyarakat 1 Dokumen
4 Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 1 Dokumen
5 Koordinasi dengan Instansi Terkait 1 Dokumen
6 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Internal Bapemperda 1 Dokumen
Pembentukan Perda 2 Rapat Bapemperda (Rapat kerja dengan Eksekutif/Komisi, Rapat Dengar Pendapat) |1 Dokumen
3 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengusul Raperda 1 Kegiatan
4 Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar daerah 1 Dokumen
5 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 2 Kegiatan




NO. BULAN PROGRAM KEGIATAN TARGET
Kegiatan Banggar 1 Rapat Kerja Badan Anggaran 1 Dokumen
2 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
3 Melaksanakan Kunjungan Ke Luar Daerah 1 Dokumen
Kegiatan Badan 1 Rapat Kerja Badan Kehormatan 1 Dokumen
Kehormatan 2 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen
3 Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah 1 Dokumen
Panitia Khusus / 1 Rapat Kerja Panitia Khusus / Kepanitiaan Lainnya DPRD 1 Dokumen
Kepanitiaan Lainnya DPRD |2 Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Dokumen

Fungsi Pengawasan DPRD

Melakukan Kegiatan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

106 Dokumen

Kunjungan Keluar Negeri

Alat kelengkapan DPRD melaksanakan kunjungan kerja Keluar Negeri

106 Dokumen

DEWAN P ILAN RAKYAT DAERAH
¢_FE/§ JAKARTA
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